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BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, Kepala daerah menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor
5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas dan;
g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan.ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.759.277.049.254,21
b. Belanja Rp 2.348.174.886.587,76

Surplus Rp 411.102.162.666,45
d. Pembiayaan

- Penerimaan
- Pengeluaran

Rp
Rp

515.174.677.193,08
10.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 505.174.677.193,08
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA)
Rp 916.276.839.859,53

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp93.033.459.546,21 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Rp 2.666.243.589.708,00
b. Realisasi Pendapatan Rp 2.759.277.049.254,21

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 93.033.459.546,21

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp(823.552.941.282,24) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Rp 3.171.727.827.870,00
b. Realisasi Belanja Rp 2.348.174.886.587,76

Selisih Lebih / (Kurang) Rp (823.552.941.282,24)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah
Rp916.586.400.828,45 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/(Defisit) Rp (505.484.238.162,00)
b. Realisasi Surplus/(Defisit) Rp 411.102.162.666,45

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 916.586.400.828,45

(4) Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp
(309.560.968,92) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Rp 515.484.238.162,00
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Pembiayaan
b. Realisasi Penerimaan

Pembiayaan
Rp 515.174.677.193,08

Selisih Lebih / (Kurang) Rp (309.560.968,92)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran
Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dapat dilihat rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan

Rp 10.000.000.000,00

b. Realisasi Pengeluaran
Pembiayaan

Rp 10.000.000.000,00

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp309.560.968,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp 505.484.238.162,00
b. Realisasi Pembiayaan Netto Rp 505.174.677.193,08

Selisih Lebih / (Kurang) Rp (309.560.968,92)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 Sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 513.484.238.165,97
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp 513.480.448.165,97

Sub Total Rp 3.790.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA)
Rp 916.276.839.859,53

Sub Total Rp 916.280.629.859,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya
Rp (3.790.000,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 916.276.839.859,53

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Sebagai
berikut :
a. Pendapatan – LO Rp 3.490.158.971.369,09
b. Beban – LO Rp 2.151.809.033.813,98
c. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp (133.270.111,00)
d. Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp (11.336.276.640,00)
e. Surplus – LO Rp 1.326.880.390.804,11

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d
per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
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a. Ekuitas Awal Rp 6.021.132.761.618,39
b. Surplus – LO Rp 1.326.880.390.804,11
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (11.124.644.902,07)
e. Ekuitas Akhir Rp 7.336.888.507.520,43

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 7.492.098.138.190,87
b. Jumlah Kewajiban Rp 155.209.630.670,44
c. Jumlah Ekuitas Rp 7.336.888.507.520,43

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari
Tahun 2022

Rp 513.607.149.063,61

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Operasi

Rp 921.586.149.734,45

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi

Rp (518.789.758.040,89)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris

Rp (55.356.257,64)

(Non Anggaran)
e. Saldo Kas di BUD dan BLUD

Akhir per 31 Desember Tahun
2022

Rp 907.501.990.035,70

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
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daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2022 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)
badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah.

u. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk
pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan




